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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang 

memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampuh 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu 

demi pencapaian suatu maksud atau beberapa tujuan. (Kartono, 2008; 30). 

Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat 

kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa 

sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati, dan disayangi oleh orang lain dan orang lain 

bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dimiliki 

oleh seseorang tersebut. 

 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, 

dinyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan pengelolaan 

pembangunan, lebih diarahkan pada upaya untuk mendorong pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan pasal 63 peraturan pemerintah no. 6 tahun 2014 tentang desa, 

pemerintah desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 

dan Rencana Kerja Desa, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

66 tahun 2014 tentang perencanaan pemabngunan desa. Landasan mengenai 

peraturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan 
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pemberdayaan masyrakat. Berdasarkan pola pemikiran yang di maksud, di mana 

bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

adat dan istiadat setempat yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan 

Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa di haruskan mempunyai 

perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi 

yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM) Gontara merupakan rencana strategi Desa Gontara untuk mencapai 

tujuan dan cita-cita desa. Apabila dilaksanakan dengan baik, pasti sebuah 

perencanaan yang memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk 

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti partisipatif, transparan, 

dan akuntabilitas. 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar, 

dan terencana. Pada prinsipnya pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. 

Maka pembangunan nasional bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam 

garis-garis besar haluan Negara adalah sebagai suatu proses yang 

mengutamakan/memprioritaskan seluruh lapisan masyarakat agar tampil dan berperan 

secara demokratis menjadi pelaku pembangunan. Mengacu dari makna pembangunan 

yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang 
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dicantumkan di atas, maka untuk mewujudkannyadiperlukan peningkatan peran dari 

aparatur pemerintah. Apalagi di era reformasi dewasa ini, sangat dirasakan adanya 

tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat kemampuan aparatur pemerintah 

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus perangkat 

desa di mana tingkat keahlian dan pendidikannya masih rendah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan 

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Repubik Indonesia. 

Namun harus disadari bahwa kemampuan pemerintah desa terutama dalam 

pelaksanaan tugasnya belum sepenunya memiliki kemampuan yang maksimal. Hal 

ini di sebabkan oleh berbagai faktor, yang tentunya sangat mempengaruhi kualitas 

dari pemerintah itu sendiri. Kantor desa sering kita jumpai sistem kerja yang 

berdasarkan hirarki, di mana pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, memberikan 

konsep-konsep dalam penentuan pelaksanaan pembangunan, yang tentunya harus 

dilaksanakanoleh para staf yang dibawahnya. Apabila kemampuan dari staf yang ada 
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masih dalam taraf yang rendah, maka dapat dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam 

menganalisa apa yang dimaksudkan oleh pimpinanya. 

Demikian pula halnya dengan peran dari seorang kepala desa sebagai aparatur 

pemerintah yang ada di desa, apabila tidak mampu untuk mengimplementasikan serta 

menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yang ada di atasnya, 

maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pembangunan terlebih khusus  pelaksanaan 

pembangunan yang ada di desa yang di pimpinya. Oleh karena itu peranan dari 

aparatur pemerintah sangat di tentukan kualitas sumber daya dari aparatur pemerintah 

yang tidak tanggap terhadap permasalahan yang ada di desa, akan menimbulkan 

kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan apalagi dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk desa,tentunya harus menunggu 

keputusan dari kabupaten/kota. Karena pembiayaan tentunya desa tidak mempunyai 

wewenang dalam pembiayaan. Sehingga pemerintah desa sebatas memberikan 

masukan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat mendapatkan proyek 

pembangunan di desa, dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau juga 

melalui dana anggaran pendapatan dan belanja nasional. Untuk mendapatkan proyek 

pembangunan tentu memerlukan waktu yang cukup panjang, karena  hal ini lebih 

jauh di kaji kembali. Di sinilah  masyarakat menilai bagaimana peran aparatur 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk dapat memajukan daerah/desa dengan 

berjuang agar dapat  mendapatkan dana  untuk proyek pembangunan, serta tetap 
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dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparat pemerintah dalam proses 

pelaksanaan pembangunan  yang tujuanya adalah kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Gontara merupakan 

kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah 

yang ada, demi mencapai suatu pembangunan yang baik untuk Negara kita. Oleh 

karena itu perlunya adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya 

manusia (SDM) yang ada di Desa Gontara. 

Permasalahan yang di hadapi Desa Gontara sekarang ini yaitu kurangnya sarana 

dan prasarana  transportasi pertanian/persawahan yang memadai, masih banyak jalan 

kebun yang harus di bangun, serta jalan desa yang perlu di tingkatkan, drainase masih 

belum memadai, serta pemanfaatan lahan pertanian belum maksimal karena petani 

masih kurang modal dan masih kurang sarana yang perlu di perhatikan oleh 

pemerintah yang ada di Desa Gontara demi mewujudkan suatu tujuan nasional. 

Penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Kepemimpinan 

Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Gontara Kecamatan Mori 

Atas Kabupaten Morowali Utara”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah yang di 

temukan di sini adalah: 

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa Gontara Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara? 
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2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Desa dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa Gontara Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara? 

C. Tujuan Dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Kepala desa dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa Gontara Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kepemimpinan kepala desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa 

Gontara Kecamatan Mori Atas Kabupaten  Morowali Utara. 

 

2. Manfaat  Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

a. Penelitian ini diharapkan berguna buat pemerintah dalam 

pembangunan. 

b. Penelitian ini di harapkan memberikan solusi bagi pemerintah dan 

masyarakat yang ada di Desa Gontara Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara. 

 

 

 


